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MOTO 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 

(QS. Al-Insyirah: 6-8)
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1 Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. 

Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART. 
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Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti 

 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang 

penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yaitu dengan wawancara dan observasi, sedangkan 

data sekunder adalah dengan dokumentasi arsip yang berkaitan dengan pembiayaan 

mudharabah. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif 

dengan membandingkan penerapan pembiayaan mudharabah dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional dan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah 

dengan PSAK 59 dan PSAK 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN No: 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan 

Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang meliputi pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 

105. 

 

 

Kata kunci: pembiayaan mudharabah, penerapan pembiayaan mudharabah, 

perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.  
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Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti 

 

Department of Accountancy, Faculty of Economics, University of Jember 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify and provide an overview of the implementation and the 

accounting treatment of mudharabah financing in PT Bank BNI Syariah Branch 

Office Jember. Data collection techniques used in this research is the primary data 

with interviews and observations, while secondary data is to archive documentation 

relating to financing is. This research analyzes using descriptive qualitative analysis 

by comparing the implementation of financing by the National Sharia Board Fatwa 

and comparing the accounting treatment of financing with PSAK 59 and PSAK 105. 

The results showed that the implementation of financing in accordance with DSN No: 

07/DSN-MUI/IV/2000 about Mudharabah (Qiradh) and DSN No: 15/DSN-

MUI/IX/2000 about Principles of Distribution of Results of Operations in Islamic 

Financial Institutions. The accounting treatment of financing which includes the 

recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with PSAK 59 

and PSAK 105. 

 

Keywords: mudharabah financing, implementation of mudharabah financing, 

accounting treatment of mudharabah financing. 
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RINGKASAN 

 

Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember; Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti, 120810301028; 

2016; 78 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 

 

 Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti berjalan di muka bumi. 

Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu 

usaha, atau berdagang. Mudharabah juga disebut qiradh yang berasal dari kata al-

qardhu yang memiliki arti potongan, dikarenakan sang pemilik memotong sebagain 

hartanya untuk diperdagangkan dan memperolah sebagian keuntungan. Selain itu 

mudharabah juga sering dinamakan dengan muqaradhah yang berarti sama-sama 

memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan 

modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi 

keuntungan. Secara umum, mudharabah dikenal sebagai akad kerja sama antara 

pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan usaha tertentu untuk saling 

menguntungkan dimana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan 

bersama di awal akad.  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan 

mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan untuk 

mengetahui apakah mekanisme pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan standar 

akuntansi yang telah ditetapkan yaitu fatwa DSN serta sesuai dengan PSAK 59 dan 

PSAK 105 dalam penyajian akuntansi di PT Bank BNI Syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana nantinya lebih mengamati atau 

meneliti proses kerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik 

dengan teori yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai pembiayaan 
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mudharabah dan data sekunder yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang 

berhubungan dengan pembiayaan mudharabah. 

 Dalam penerapan pembiayaan mudharabah, Bank BNI Syariah mempunyai 

posisi sebagai mitra kerja sebagai penyedia dana untuk kebutuhan modal nasabahnya, 

sehingga posisi bank dan nasabah adalah sejajar. Bank BNI Syariah yang bertindak 

sebagai penyedia dana, memberikan modal 100% penuh kepada nasabah sebagai 

pengelola dana dimana keuntungan yang didapat akan dibagi hasilkan sesuai 

kesepakatan antara kedua belah pihak di awal perjanjian. Dalam pembiayaan 

mudharabah, Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage Program 

yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah Linkage Program 

merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke end user. Dalam pengajuan 

pembiayaan mudharabah ini, nasabah harus melalui beberapa tahapan. Tahapan 

nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah dimulai dari tahapan 

permohonan pembiayaan, tahap analisa, tahapan akad, tahap realisasi pembiayaan, 

dan tahap pelunasan pembiayaan mudharabah. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penerapan pembiayaan 

mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan 

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 

dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah. Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan 

mudharabah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, 

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 59 tentang 

Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lembaga keuangan terbentuk karena adanya aktivitas mobilisasi dana dari 

masyarakat yang memberi pengaruh signifikan bagi lajunya perekonomian suatu 

negara. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang berfungsi 

sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran 

perekonomian. Pelayanan lembaga keuangan menunjukkan manfaat terhadap 

masyarakat karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan 

lembaga keuangan. 

 Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dimana bank adalah suatu 

tempat untuk menyimpan dan meminjamkan uang. Menurut Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah: 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 Perbankan terdiri dari dua yaitu konvensional dan syariah. Berbeda dengan 

perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah Islam dalam 

pelaksanaan kegiatannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

tahun 2003, perkembangan bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah sangat pesat. Sistem perbankan syariah dibentuk karena 

adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan 

pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba). 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 

 

 
 

 Riba merupakan pengambilan tambahan yang berlebihan, baik dalam 

transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, yang bertentangan dengan prinsip 

Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah 

bunga. Alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku 

riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah 

dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah 

SAW. Di dalam transaksi dan kegiatannya, perbankan syariah menerapkan prinsip-

prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan 

dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak 

dikenakan bunga (interest free banking). Salah satu bentuk dari pembiayaan yang 

digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah. 

 Menurut Muhammad (2008:275) Mudharabah berasal dari kata dharb, yang 

berarti berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan 

dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang. Mudharabah juga 

disebut qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang memiliki arti potongan, 

dikarenakan sang pemilik memotong sebagain hartanya untuk diperdagangkan dan 

memperolah sebagian keuntungan. Selain itu mudharabah juga sering dinamakan 

dengan muqaradhah yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba 

karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya 

dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Secara umum, mudharabah dikenal 

sebagai akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan 

usaha tertentu untuk saling menguntungkan dimana besarnya proporsi bagi hasil 

berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad. Pembiayaan mudharabah ini 

bermanfaat memberikan pengelolaan usaha terhadap pemilik modal dan manfaat 

berupa harta bagi si pengelola usaha.  

 Seiring berkembangnya zaman, bank-bank syariah dapat membuktikan 

eksistensinya. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, menjadi peluang 

yang besar bagi perbankan untuk memperluas jasa perbankan yang kegiatannya 

berdasarkan prinsip syariah Islam karena banyak kalangan umat Islam yang enggan 
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berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi. Tingginya minat 

masyarakat terhadap perbankan syariah membuat bisnis jasa dalam perbankan syariah 

semakin prospektif. Bank syariah dapat menjadi tempat penghimpunan dan 

penyaluran dana masyarakat yang memiliki misi berlandaskan keadilan, kejujuran, 

kemanfaatan, dan kebersamaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

Perkembangan bisnis jasa perbankan syariah yang semakin pesat membuat 

persaingan dalam perbankan syariah semakin ketat. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya bank syariah yang ada di Indonesia, seperti Bank Muamalat Indonesia, 

Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, B.P.D Jawa Barat Banten Syariah, Bank 

BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin 

Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, 

dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Bank Indonesia, 2013).  

Terkadang dalam pelaksanaanya, masih terdapat ketidaksesuaian antara 

kegiatan operasional perbankan syariah dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah 

yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2013) di KJKS-

BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, ditemukan bahwa praktik pengakuan 

akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai 

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung 

bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi. Perlakuan akuntansi yang 

diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengungkapan 

akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah juga belum sepenuhnya sesuai dengan 

PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya 

pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan 

kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah.  

Banyak masyarakat yang masih ragu akan bunga bank, sehingga beberapa 

diantaranya tidak menyimpan dananya di bank dan sebagian lagi tetap menyimpan di 

bank, namun menolak menerima bunga, selain itu ada yang masih tetap menyimpan 

di bank, namun merasa berada dalam keadaaan darurat karena belum ada bank 

syariah yang beroperasi, hal tersebut mendorong Bank BNI untuk memperluas jasa 
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perbankan dengan membuka cabang syariah di beberapa kota. Bank BNI Syariah 

berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan 

Hadist, dan mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. 

Dengan adanya Bank BNI Syariah masyarakat tidak perlu khawatir dengan 

pengelolaan dananya, karena Bank BNI Syariah akan menyalurkannya kepada sektor-

sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan syiar Islam. Bank BNI Syariah 

akan mengutamakan penyaluran dananya untuk sektor riil yang diharapkan akan 

dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor ritel. Selain itu 

masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank (riba atau tidak), sekarang 

dapat menyimpan dananya secara tenang. 

 Perkembangan Bank BNI Syariah dapat dibuktikan dengan banyaknya 

penghargaan yang diraih oleh Bank BNI Syariah seperti pada tahun 2015 mendapat 

Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1 FINANCE (Value Creation) Buku 

II Aset 10-25 T – Economic Review, Infobank Sharia Finance Awards 2015 – 

Predikat Sangat Bagus Kinerja Keuangan Tahun 2014, serta masih banyak 

penghargaan lainnya (BNI Syariah, 2015). Namun, berdasarkan perbandingan yang 

telah dilakukan antara BNI Syariah dan bank syariah lainnya, persentase bagi hasil 

pembiayaan mudharabah di BNI Syariah hanya berkisar antara setara 10,03% sampai 

dengan 10,65% pada tahun 2014 (BNI Syariah, 2014). Persentase tersebut merupakan 

persentase terkecil dibanding dengan persentase pembiayaan mudharabah di bank 

syariah lainnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan 

prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah 

dengan melakukan analisis di salah satu kantor cabangnya yaitu PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember dimana PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember 

merupakan pusat kantor cabang BNI Syariah se-karesidenan Besuki. 

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan Bank 

BNI Syariah yang paling berisiko karena bank sebagai pemilik dana membiayai 

nasabahnya 100% penuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
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Jember dan untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan mudharabah telah 

sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu fatwa DSN serta sesuai 

dengan PSAK 59 dan PSAK 105 dalam penyajian akuntansi di PT Bank BNI Syariah.  

Menurut Dahrani (2014) dalam penyaluran pembiayaan mudharabah harus 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C yaitu character (karakter 

nasabah), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan) dan condition 

of economic (kondisi perekonomian dan analisis lingkungan) sebagai dasar dalam 

melakukan analisa pembiayaan. Analisa 5C sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Dengan demikian, 

maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Implementasi 

Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, maka 

permasalahan yang akan dianalisis adalah: 

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember? 

2. Apakah implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah? 

3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember. 
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2. Menganalisis kesesuaian implementasi mudharabah di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan PSAK 59 dan PSAK 105. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penulisan penelitian ini berguna dalam memenuhi persyaratan akademik dalam 

menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember 

dan juga sebagai bahan pembanding antara teori yang diperoleh selama 

pendidikan dengan penerapannya di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Berguna sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah  di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi peneliti lain 

sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama di 

tahun-tahun yang akan datang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Perbankan 

2.1.1 Pengertian Bank Konvensional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah suatu badan usaha di 

bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama 

memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank dapat 

diartikan sebagai: 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Beberapa hal yang ditegaskan dari pengertian bank menurut Undang-Undang 

tersebut antara lain: 

a. Bank merupakan sebuah badan usaha, bukan perorangan. 

b. Kegiatan yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat pula. 

c. Tujuan dari bank bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan 

usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan 

kepada masyarakat luas yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat itu sendiri. 

 

2.1.2 Pengertian Bank Syariah 

 Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaan 

kegiatannya berdasarkan hukum dan ajaran Islam. Sistem perbankan syariah dibentuk 
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karena adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan 

pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba). Riba merupakan pengambilan 

tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, 

yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Alasan-alasan riba tidak 

diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka 

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-

Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam 

haditsnya: 

 “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, 

orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang 

saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. 

(HR.Muslim). 

 Bank Syariah (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, 

transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan 

prinsip syariah. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa: 

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang 

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang 

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” 

 Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat kemudian disusul dengan Asuransi Syariah TAKAFUL 

yang didirikan pada tahun 1994 (Muhammad, 2008:39). Meskipun mayoritas 

penduduk Indonesia adalah Muslim, namun dalam awal berdirinya Lembaga 

Keuangan Syariah, bukanlah hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah 

di Indonesia karena pada saat itu bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga 

keuangan konvensional yang lebih besar dan memiliki konsep operasional yang lebih 
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sederhana yang lebih dipahami oleh masyarakat. Krisis moneter tahun 1997 

membawa hikmah yang besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia. Pada saat itu perbankan konvensional sedang sekarat, namun Bank 

Muamalat dan bisnis syariah lainnya memberikan pembuktian bahwa sistem 

perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan 

dalam jangka panjang. 

 

2.2 Pembiayaan Mudharabah 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan menurut 

Antonio (2001:160) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Definisi mudharabah dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa: 

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pemilik dana.” 

 Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan Mudharabah atau 

Qiradh (Noer Chalish, dikutip dalam As-Sarakhsi, Jilid 22: 18) sebagai: 

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja 

(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu 

menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. 

 Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha 

mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini 
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adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan mudharib 

berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian (jika ada) akan 

ditanggung sendiri oleh si investor. 

 Pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/2000 

tentang Mudharabah (Qiradh) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Bank yang bertindak sebagai shahibul 

maal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah 

yang bertindak sebagai mudharib hanya menyumbangkan keahlian atau 

keterampilannya. Keuntungan uasaha secara mudharabah dibagi berdasarkan 

kesepakatan bersama antara sahibul maal dan mudharib di awal akad. Sedangkan jika 

mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh sahibul maal (pemilik modal) 

kecuali jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh pengelola usaha. Kerugian yang 

terjadi akibat kelalaian pengelola usaha, si pengelola lah yang harus bertanggung 

jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. 

 

2.2.2 Jenis Mudharabah 

 Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis, yaitu Mudharabah 

mutlaqah (investasi tidak terikat) dan Mudharabah muqayyadah (investasi terikat). 

Mudharabah mutlaqah merupakan sistem mudharabah dimana pemilik modal 

menyerahkan modalnya kepada pengelola dana tanpa membatasi jenis usaha, tempat 

dan waktu dan dengan siapa pengelola dana tersebut bertransaksi. Pengelola dana 

berhak menggunakan dana pemilik dana untuk membiayai investasi yang dianggap 

menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2008:45). 

 Mudaharabah muqayyadah merupakan sistem mudharabah dimana pemilik 

dana menyerahkan modal kepada pengelola dana dan menentukan jenis usaha, tempat 

ataupun waktu serta dengan siapa pengelola dana akan bertransaksi. Dalam hal ini, 

pengelola dana hanya bertindaka sebagai perantara/agen investasi yang mendapatkan 

bagian atas jasanya. 
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2.2.3 Dasar Hukum Mudharabah 

 Landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk 

melakukan usaha. 

a. Landasan Al-Qur’an  

1) Dalam Al-Qur’an surat Al Muzammil ayat 20, artinya: 

“.... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah SWT ....”. 

Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang 

melakukan dharib (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari 

keuntungan investasinya. 

2) Dalam Al-Qur’an surat Al Jumu’ah ayat 10, artinya: 

“Apabila ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah 

karunia Allah SWT ....” 

3) Dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 198, artinya: 

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ....” 

Surat Al-Jumu’ah:10 dan Al Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum 

muslimin untuk melakukan perjalanan usaha. 

b. Landasan Al-Hadist  

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika 

memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar 

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 

atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan 

bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut 

kepada Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam dan Rasulullah pun 

membolehkannya. (HR Thabrani). 

 Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang 

di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 

bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majjah No. 2280, Kitab At Tijarah)  
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2.3 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Mudharabah  

2.3.1 PSAK 59 

Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah 

Karakteristik 

1) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) 

dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di 

muka. 

2) Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik 

dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola 

dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. 

3) Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muhtlaqah (investasi tidak 

terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). 

4) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 

5) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

batasan kepada pengelola dana mengenai dapat diperintahkan untuk: 

(a)  tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; 

(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa 

penjamin, atau tanpa jaminan; atau 

(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa 

melalui pihak ketiga. 

6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila 

bank bertindak sebagai pemililk dana, maka dana yang disalurkan disebut 

pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang 

diterima: 

(a) dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan 

investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau 

(b) dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi 

tidak terikat. 
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7) Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan 

distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. 

8) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta 

jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan 

apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang 

telah disepakati bersama dalam akad. 

Bank sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana) 

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 

1) Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 

(a) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan 

aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan 

(b) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap 

tahap pembayaran atau penyerahan. 

2) Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 

(a) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang 

diberikan bank pada saat pembayaran; 

(b) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas: 

(i) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan 

(ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian bank, dan 

(c) beban yang terjadi sehubungan dengan mudhabarah tidak dapat diakui sebagai 

pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. 

3) Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana 

mengurangi pembiayaan mudharabah. 

4) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena 

adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak 

pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan 

diakui sebagai kerugian bank. 
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5) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha 

mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola 

dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. 

6) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa 

adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil. 

7) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut 

mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif 

dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah 

pembiayaan namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 

8) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 

(a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; 

(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau 

yang telah ditentukan di dalam akad; atau 

(c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. 

9) Apabila mudhabarah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah 

belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai 

piutang jatuh tempo. 

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah 

1) Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan: 

(a) laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 

sesuai nisbah yang disepakati; dan 

(b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan 

mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 

2) Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan 

laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank. 

3) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu 

bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan 
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pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan mudharabah. 

4) Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah 

sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. 

5) Rugi pengelolahan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebankan pada pengelola dana. 

6) Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat 

mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai 

piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. 

Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana) 

1) Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat 

terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi 

tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. 

2) Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

3) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu 

bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). 

4) Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank 

(pengelola dana). 

Bank sebagai Agen Investasi 

1) Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah 

muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (chanelling agent) maka 

pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana 

investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui 

sebagai titipan. 

2) Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah 

muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran 
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dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca 

sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank. 

 

2.3.2 PSAK 105  

Karakteristik Akuntansi Mudharabah menurut PSAK 105 

1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. 

2) Mudharabah terdiri dari Mudharabah muthlaqah, Mudharabah muqayyadah, dan 

Mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana 

yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. 

3) Dalam Mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain: 

(a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; 

(b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa 

penjamin, atau tanpa jaminan; atau 

(c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui 

pihak ketiga. 

4) Pada prinsipnya dalam penyaluran Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta 

jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan 

apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang 

telah disepakati bersama dalam akad. 

5) Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan 

dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad Mudharabah diakhiri. 

6) Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi 

jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan 

nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika 

dari pengelola dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian 

finansial menjadi tanggungan pemilik dana. 
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Prinsip Pembagian Hasil Usaha 

 Pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi 

hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar 

pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha 

(omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu 

laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal Mudharabah.  

Pengakuan dan Pengukuran 

a) Entitas sebagai Pemilik Dana 

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi 

Mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada 

pengelola dana. 

2. Pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikut: 

(a) Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

diberikan pada saat pembayaran; 

(b) Investasi Mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar 

aset nonkas pada saat penyerahan: 

(i) Jika nilai wajar lebh rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 

kerugian; 

(ii) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 

keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad 

Mudharabah. 

3. Jika nilai investasi Mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, 

hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola 

dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi 

saldo investasi Mudharabah. 

4. Jika sebagian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa 

adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
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5. Usaha Mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha 

Mudharabah diterima oleh pengelola dana. 

6. Dalam investasi Mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) 

dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang 

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha Mudharabah, maka kerugian 

tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan 

pada saat pembagian bagi hasil.  

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 

(a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; 

(b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim 

dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 

(c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 

8. Jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum 

dibayar oleh pengelola dana, maka investasi Mudharabah diakui sebagai 

piutang jatuh tempo. 

Penghasilan Usaha  

1) Jika investasi Mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha 

diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. 

2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir 

diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat 

akad Mudharabah berakhir, selisih antara: 

(a) investasi Mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan 

(b) pengembalian investasi Mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 

  Pengakuan penghasilan usaha Mudharabah dalam praktik dapat 

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari 

pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 

usaha. 
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3) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada 

pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah. 

4) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang 

jatuh tempo dari pengelola dana. 

b) Entitas sebagai Pengelola Dana 

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad Mudharabah diakui sebagai 

dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang 

diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar 

nilai tercatat.   

2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang 

diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada 

paragraf 12-13. 

3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer 

secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 

4. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, 

yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. 

5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai 

kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 

6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalaha atau kelalaian pengelola dana diakui 

sebagai beban pengelola dana. 

Penyajian 

1. Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar 

nilai tercatat. 

2. Pengelola dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan: 

(a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya 

untuk setiap jenis Mudharabah; 
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(b)  Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 

diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum 

dibagikan di kewajiban; dan 

Pengungkapan 

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak 

terbatas, pada: 

(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil 

usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain; 

(b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 

(c) Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan; dan 

(d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak 

terbatas, pada: 

(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil 

usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain; 

(b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan 

(c) Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayyadah; dan 

(d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

 

2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional 

2.4.1 Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah 

(Qiradh) 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain: 

Pertama: Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
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2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak 

sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen 

perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari 

mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 

dalam akad. 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau 

biaya yang telah dikeluarkan. 

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. 
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2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan 

hal-hal berikut: 

(a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad). 

(b)   Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

(c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana 

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 

(a)   Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

(b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan 

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 

(c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan 

dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari 

modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

(a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya 

untuk satu pihak. 

(b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 

prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah 

harus berdasarkan kesepakatan. 

(c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan 

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
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5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) 

modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 

berikut: 

(a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

(b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian 

rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 

keuntungan. 

(c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya 

yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan 

yang berlaku dalam aktifitas itu. 

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan 

yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya 

akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 
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2.4.2 Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Pertama: Ketentuan Umum 

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 

Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha 

dengan mitra (nasabah)-nya. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam 

akad. 

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Terkait dengan bidang penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil 

beberapa referensi yang telah diteliti oleh penulis lain. 

1. Bagus, D. 2013. Analisis Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dan Penyajian Laporan sesuai dengan PSAK No. 59 

dan 105 pada Bank BPD Syariah Yogyakarta (Studi Kasus pada BPD Syariah 

Yogyakarta). Skripsi. Universitas Jember. 

 Prinsip bagi hasil mudharabah pada BPD Syariah yang didasarkan pada 

kepercayaan nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan 

dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersama antara 
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pihak bank dan nasabah. Konsep BPD Syariah berpegang pada prinsip ekonomi 

Islam sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha, 

bukan sebagai hubungan antara debitur dan kreditur sehingga bank dan mitra 

usaha sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-

sama pula memikul resiko kerugian. 

 BPD Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Fatwa DSN dan sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK 105. 

Namun bank masih belum sepenuhnya mentaati peraturan yang ada dalam PSAK 

105 terutama saat mengakui penerimaan bagi hasil dari mudharib dimana bank 

mengakuinya sebagai pendapatan yang akan datang dan bukan sebagai piutang 

sebagaimana diatur dalam PSAK 105. 

 

2. Chalish, N. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada 

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Skripsi. Universitas 

Hasanuddin. 

 Bank Syariah Mandiri cabang Makassar memiliki dua jenis pembiayaan 

mudharabah yaitu MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet) dan 

PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya). MMOB 

merupakan fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat 

(spesifik) dari nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) kepada nasabah BSM 

lainnya (mudharib) yang ditunjuk oleh pemilik dana untuk mengelola dana 

tersebut. 

 PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan 

pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA termasuk mudharabah 

muqayyadah. BSM menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan 

tingkat pendapatan usaha (revenue) yang besarnya ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama antar pihak. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh 

BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil 
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(mudharabah dan musyarakah) adalah pertanian; pertambangan, listrik, gas, dan 

air; perdagangan; restoran dan hotel; jasa-jasa dunia usaha; jasa-jasa sosial 

masyarakat; konstruksi; peternakan; pengangkutan;, pergudangan, dan 

komunikasi; industri pengolahan; dan perikanan. 

 

3. Dahrani & Mirhanifa. 2014. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah 

pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Jurnal Riset Akuntansi & 

Bisnis. Vol. 14 No. 1/Maret 2014. 

 Mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah hanya 

menerapkan dalam pembiayaan modal kerja. Sistem pembiayaan mudharabah di PT 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan syariah dan Fatwa DSN 

No.07/DSN-MUI/IV/2000, dimana Bank BNI Syariah telah mendapatkan 

penghargaan di tahun 2012 atas kesesuaian syariahnya yang telah murni. 

  

4. Kurniasari, W. 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah 

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat 

Sejahtera Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera 

Yogyakarta mengenai pengakuaan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah 

yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, 

dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. 

Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai 

pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 

karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas 

hasil proyeksi. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat 

Sejahtera Yogyakarta mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan 

mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. 

 Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera 

Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 

 

 
 

telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi yang 

diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai 

pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu 

tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan 

pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah.  
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Metode kualitatif nantinya lebih mengamati atau meneliti proses kerja, perkembangan 

suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah ditetapkan. 

Dengan menggunakan metode kualitatif tersebut, maka peneliti akan mendapatkan 

data-data yang kredibel dan lengkap. Menurut Indriantoro dan Bambang, dalam 

bukunya Metode Penelitian (1999:26), penelitian deskriptif merupakan penelitian 

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. 

Sedangkan objek penelitiannya adalah pembiayaan mudharabah dengan berdasarkan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah 

sesuai PSAK 59 dan PSAK 105.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data dipaparkan dan 

diberikan penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang diteliti dan 

mengembangkannya ke dalam bentuk laporan. Menurut Moleong (2012:4) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
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dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode kualitatif data yang didapat akan 

lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. 

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai 

hasil-hasil evaluasi kebijakan, serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan 

situasi yang dihadapi. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau diperoleh 

secara langsung dari pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan 

melakukan wawancara mengenai pembiayaan mudharabah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang 

berhubungan dengan pembiayaan mudharabah yang ada di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Studi Lapangan 

 Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada 

beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang khusus menangani objek 

pembahasan yaitu pembiayaan mudharabah. Selain itu, data diperoleh dengan 

mengumpulkan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan 

kebutuhan penelitian yang kemudian akan diolah sebagai bahan penelitian. 
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3.4.2 Pemilihan Informan Penelitian 

 Pemilihan informan penelitian digunakan sebagai batasan studi agar fokus 

penelitian tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada analisis pembiayaan mudharabah 

berdasarkan peraturan-peraturan yang ada pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Jember. Informan penelitian dibatasi pada karyawan/staf yang khusus menangani 

pembiayaan mudharabah yang terdiri dari dua penyelia di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember yaitu penyelia pembiayaan yang menyeleksi nasabah 

pembiayaan mudharabah, serta penyelia operasional yang menangani akad 

pembiayaan mudharabah. 

  

3.5 Teknik Analisa 

 Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. 

Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi 

penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, 

masalah dibatasi pada akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember.  

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek 

penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan 

tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Hasil deskripsi pada 

tahapan pengelolaan data dibandingkan dengan landasan teori yang telah dipaparkan. 

Kemudian dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dikemukakan 

saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. 

 Tahap-tahap analisis pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember; 

2. Menggambarkan penerapan pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Jember. 
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3. Menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

4. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah di PT 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan PSAK 59 dan PSAK 105. 

 

3.6 Triangulasi 

 Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa narasumber, sering 

dijumpai ketidaksamaan data. Maka dari itu dibutuhkan adanya suatu teknik yang 

dapat membuat kesimpulan yang akurat dari perbedaan data tersebut. Menurut 

Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif  (2012:330), triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan 

mewawancarai narasumber kemudian membandingkan hasil wawancara narasumber 

dengan staf atasannya serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau 

arsip yang bersangkutan dengan pembiayaan mudharabah.  

 

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah 

 Secara sistematis kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai implementasi 

pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan bank 

syariah lainnya. Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage 

Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah 

Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai 

pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke end user. 

Bank BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan mudharabah pada perorangan 

melainkan lembaga yang telah berbadan hukum. Selama berdirinya, Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Jember memiliki kurang lebih 12 nasabah pembiayaan 

mudharabah yang terdiri dari koperasi-koperasi yang berbadan hukum, dimana 

bank memberikan 100% modal kepada koperasi-koperasi tersebut sesuai 

kebutuhan koperasi dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian. 

Tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah dimulai dari 

tahapan permohonan pembiayaan, tahap analisa, tahapan akad, tahap realisasi 

pembiayaan, dan tahap pelunasan pembiayaan mudharabah. 

2. Dari analisis yang telah dilakukan, implementasi pembiayaan mudharabah di PT 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa 
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DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 

Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Berdasarkan analisis mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di 

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, telah sesuai dengan PSAK 59 dan 

PSAK 105.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan penelitian, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada subjek dan objek yang diteliti yaitu pembiayaan 

mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Maka dari itu 

penelitian yang dilakukan terbatas pada transaksi yang terjadi di kantor cabang 

Jember saja dimana kantor cabang BNI Syariah tidak membuat laporan keuangan 

sehingga untuk menganalisis laporan keuangan harus melihat dari laporan 

keuangan yang dibuat oleh kantor pusat. 

2. Kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah dianalisis berdasarkan standar 

tentang pembiayaan mudharabah yang berlaku saat ini yaitu Fatwa DSN No: 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa 

DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 

Lembaga Keuangan Syariah dan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan 

mudharabah dianalisis berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 105. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti 

kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti produk selain pembiayaan 

mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk mengetahui 

apakah produk lain tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, 

diharapkan pula adanya penelitian bagi bank-bank syariah lainnya di Jember 
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maupun di kota lain untuk mengetahui apakah bank-bank syariah lainnya telah 

menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah dan pengimplementasian mengenai 

produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang berlaku. 

2. Seiring berjalannya waktu dapat mengakibatkan adanya perubahan maupun 

pembaruan yang berkaitan dengan standar/ketentuan mengenai perbankan syariah. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan 

berpedoman pada standar terbaru yang berlaku. 
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LAMPIRAN A 

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember 
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LAMPIRAN B 

HASIL WAWANCARA 

Nama  : Pak Yassin 

Jabatan : Kepala Penyelia Pembiayaan 

1. Apakah nama produk untuk pemberian pembiayaan mudharabah? 

“Di sini ada yang namanya Linkage Program, nah produk Linkage program ini 

adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan 

pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mbak”. 

 

2. Bagaimana tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah? 

“Awalnya nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, datang ke bank BNI 

Syariah dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank. Kemudian 

nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotocopy KTP, 

NPWP, SIUP, TDP, dan lain-lain, mbak bisa liat sendiri di formulirnya. Setelah 

itu bank akan melakukan analisa 5C untuk menentukan nasabah layak atau tidak 

menerima pembiayaan. Kalau sudah memenuhi kriteria, bank akan membuatkan 

Surat Keputusan Pembiayaan sebelum akhirnya melakukan akad”. 

  

3. Apakah ada jaminan yang diberikan nasabah pembiayaan mudharabah? 

“Pasti ada, jaminan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin pembayaran kembali 

oleh nasabah. Perubahan dan penggantian agunan/jaminan itu bisa dilakukan 

berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis. Jaminan yang diberikan itu 

bisa menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan yang 

diberikan nasabah harus mempunyai nilai ekonomis, nilai agunan harus lebih 

besar dari jumlah pembiayaan, tidak sedang dalam persengketaan dan tidak ada 

ikatan jaminan dengan pihak lain”. 

 

4. Berapa jumlah nasabah pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Jember saat ini? 

“Di BNI Syariah Jember sampai saat ini ada 12 koperasi”. 

 

5. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah? 

“Penentuan persentase bagi hasil itu melalui kesepakatan bank dan nasabahnya. 

Jadi nanti bank itu melakukan perhitungan-perhitungan sedemikian rupa, 

kemudian bank memberitahu ke nasabahnya, ini loh dengan keuntungan anda 
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yang segini, bank mengharapkan bagi hasil segini, anda akan dapat segini. Nah 

kalau nasabah kurang cocok, bisa dinegosiasikan sampai menemui kesepakatan. 

Jadi persentase bagi hasil di setiap nasabah itu berbeda-beda tergantung 

bagaimana kesepakatan antara bank dan nasabah tersebut”.   

 

6. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah? 

“Kalau masalah akad bisa langsung ditanyakan di bagian operasional mbak, 

karena bagian pembiayaan hanya menangani sampai dikeluarkannya SKP untuk 

nasabah”. 
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Nama  : Mbak Sinta 

Jabatan : Asisten Penyelia Pembiayaan 

 

1. Apakah nama produk untuk pemberian pembiayaan mudharabah? 

“Untuk pembiayaan mudharabah kita ada yang namanya Linkage Program, 

dimana produk Linkage program itu merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dimana bank itu benar-

benar 100% penuh memberikan modal kepada nasabah”. 

 

2. Apa sajakah kriteria yang ditentukan Bank BNI Syariah untuk nasabah 

pembiayaan mudharabah? 

“Untuk Linkage Program sendiri, nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan 

adalah bukan perseorangan melainkan badan usaha seperti koperasi yang 

dinaungi oleh institusi. Bagian yang paling penting dalam menganalisa adalah 

yang pertama itu bonafiditas dari koperasi itu, artinya adalah track record di info 

Bank Indonesia harus baik, dan punya institusi yang berdiri sendiri contohnya 

Telkom, BUMN, Coca-cola. Kemudian juga pegawai koperasi tersebut harus 

pegawai tetap dan pembayaran gajinya melalui satu bendahara”. 

 

3. Mengapa hanya boleh badan usaha seperti koperasi? 

“Sebenarnya tidak apa-apa mbak untuk perorangan, tapi resikonya sangat tinggi. 

Perorangan bisa mengajukan pembiayaan ini asal usaha yang dijalankan sudah  

mempunyai laporan keuangan yang terstruktur. Tapi untuk sekarang, BNI 

Syariah membatasi pemberian pembiayaan mudharabah untuk koperasi karena 

pemberian produk Linkage Program ini diperuntukkan bagi pemberian modal 

kerja”. 

 

4. Bagaimana cara bank menganalisis kelayakan nasabah untuk mengajukan 

pembiayaan mudharabah? 

“Pembiayaan mudharabah ini kan 100% modalnya dari bank ya mbak, jadi untuk 

menentukan nasabah lolos apa tidaknya itu tidak bisa main-main. Bank punya 

perangkat analisa sendiri. Jadi nanti melalui wawancara maupun observasi yang 

dilakukan, ada nilai yang menjadi acuan nasabah tersebut layak atau tidak 

memperoleh pembiayaan”. 
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5. Bagaimana tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah? 

“Pertama kali nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, datang ke bank BNI 

Syariah kemudian mengisi formulir untuk pembiayaan produktif yang sudah 

disediakan. Kemudian nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

seperti seperti yang tertera di formulirnya. Setelah itu bank akan melakukan 

analisa untuk menentukan nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. 

Untuk menganalisa itu sudah ada perangkatnya sendiri. Jadi setelah kita 

melakukan wawancara dan observasi, maka dilakukan penilaian 5C 

menggunakan perangkat analisa tersebut. 5C itu character, capacity, capital, 

collateral, dan condition of economy. Jadi di perangkat analisa itu nanti keliatan 

layak tidaknya nasabah”.  

 

No. Range Yudicium Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

N < 50 

50 < N < 60 

60 < N < 70 

70 < N < 80 

N > 80 

Buruk 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

Tidak Layak 

Tidak Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

 

“Kalau sudah memenuhi kriteria dan dinyatakan layak, bank akan membuatkan 

Surat Keputusan Pembiayaan sebelum akhirnya melakukan akad”. 

 

6. Berapa jumlah nasabah pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Jember saat ini? 

“Untuk saat ini di BNI Syariah Jember sendiri ada 12 koperasi yang sedang 

dalam masa pembiayaan Linkage”. 

 

7. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah? 

“Untuk menentukan bagi hasil, ada beberapa ketentuannya. Bank mencatat 

pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan setelah adanya realisasi, 

kemudian untuk pembayaran angsuran + bagi hasilnya itu dibayarkan nasabah 

setiap bulan pada tanggal 25. Kalau realisasi pembiayaan dibawah tanggal 15, 

maka nasabah wajib membayar angsuran pada tanggal 25 pada bulan tersebut. 

Sedangkan kalau di atas tanggal 15 maka nasabah membayar angsuran pada 

tanggal 25 bulan berikutnya. Tapi kalau tanggal 25 bertepatan dengan hari di luar 

hari kerja, maka pembayaran angsurannya dimajukan. Tapi kalau nasabah 

membayar angsuran di atas tanggal 25, maka akan ada denda. Dasar perhitungan 

dari nasabah itu dapat dilihat dari laporan intern nasabah seperti laporan kas 

harian, laporan penjualan; voucher transaksi seperti kuitansi, bukti setoran bank, 

dan lain-lain. Nah untuk menentukan persentase bagi hasil itu kita ada 
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patokannya. Misalnya dengan pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- bank 

mempunyai patokan bank ingin mendapat bagi hasil berapa. Kemudian akan 

dinego dengan nasabahnya sampai menemui kesepakatan. Jadi setiap nasabah itu 

tidak sama persentase bagi hasilnya. Ini saya kasih contoh tabel angsuran dari 

nasabah”. 

 

8. Mengapa angsuran dibayar sama setiap bulannya? 

“Gini mbak, bank itu memberikan pembiayaan menggunakan akad mudharabah, 

tapi koperasi itu menyalurkan ke anggotanya menggunakan akad murabahah 

dengan persentase yang selalu sama dimana gaji yang diterima pegawainya 

adalah gaji tetap maka diasumsikan angsuran yang akan dibayar oleh koperasi 

setiap bulannya sama. Tapi apabila di tengah jalan terjadi hal yang tidak 

diinginkan, koperasi bisa bernegosiasi dengan bank”. 
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Nama  : Pak Priambodo 

Jabatan : Kepala Penyelia Operasional 

 

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah? 

“Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), untuk pembuatan 

akad semua by system. Itu ada jaringan yang namanya EVO. EVO itu suatu 

sistem aplikasi untuk mengotomasi semua transaksi, jadi kita tidak usah lagi 

membuat akad-akad itu. Jadi kita tinggal input aja, langsung keliatan semua. Jadi 

teknisnya, setelah keluar SKP kita baca SKP nya itu. Kita lihat juga, kepatuhan 

syariah nasabah itu terakomodir, dipatuhi, diterapkan apa nggak, gitu loh. 

Contohnya pembiayaan itu misalkan dia itu bangun rumah ya bangun rumah, 

setelah kita setujui uang ini untuk beli bahan baku, bukan mengganti duitnya dia, 

tidak. Dia bikin rumah sih, tapi sudah jadi. Terus untuk menggantikan duit yang 

keluar dia mengajukan pembiayaan, nah yang kayak gitu itu gak syariah”. 

  

2. Bagaimana proses realisasi pembiayaan mudharabah? 

“Sebelum ada realisasi, kita nilai dulu jaminannya, apa yang dia kasih ke kita. 

Jaminan itu termasuk second way out. Untuk menganalisa nasabah kan ada 5C, 

Character, Capacity, Capital, Collateral sama Condition of Economy. Kalau 

karakter itu first way out. Susah ya menilai karakter orang, makanya bank 

melakukan penilaian terhadap second way out itu karena karakter susah dinilai. 

Jadi, kita memikiran keadaan terjeleknya lah istilahnya. Kalau sudah diperiksa, 

nasabah dinyatakan layak, langsung dilakukan akad kemudian realisasi”. 

 

3. Biaya apa saja yang harus dibayar nasabah? 

“Untuk biaya-biaya yang harus dibayar nasabah itu ada biaya administrasi dan 

pengelolaan rekening. Jadi untuk biaya administrasi dan pengelolaan rekening itu 

sudah ketentuan dari bank. Kalau biaya pengelolaan rekening untuk pembiayaan 

konsumtif itu Rp 2.500,- sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah Rp 

15.000,-. Jadi kalau mudharabah itu biaya pengelolaan rekeningnya Rp 15.000,-” 

 

4. Bagaimana proses pelunasan pembiayaan mudharabah? 

“Nasabah itu wajib membayar angsuran per bulannya setiap tanggal 25. 

Pembayaran angsuran pokok per bulan ditambah bagi hasil yang sudah 

disepakati juga biaya kelola rekening yang Rp 15.000,- itu wajib dibayar tanggal 

25. Tapi kalau tanggal 25 hari libur, maka pembayarannya dimajukan”. 
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Nama  : Mbak Shinta 

Jabatan : Asisten Penyelia Operasional 

 

1. Kapan pembiayaan mudharabah diakui oleh bank? 

“Nasabah pembiayaan itu kan harus punya rekening giro, kalau tidak ada maka 

bank akan membuatkan. Jadi nanti pada saat realisasi pembiayaan, bank akan 

mendebet rekening pembiayaan mudharabah sebesar uang yang diberikan”. 

  

 Dr. Rekening Pembiayaan Mudharabah  xxx 

  Cr. Giro Nasabah    xxx 

 

2. Bagaimana pengakuan biaya-biaya yang dibayar oleh nasabah? 

“Kalau biaya kelola rekening itu menjadi tanggungan nasabah, jadi bank tidak 

mengakui sebagai pendapatan. Tapi kalau biaya administrasi, bank mengakuinya 

sebagai pendapatan administrasi, ya sebesar uang yang dibayar nasabah, dan 

diakuinya pada saat pembayaran tersebut”. 

 

 Dr. Giro Nasabah   xxx 

  Cr. Pendapatan Administrasi  xxx 

 

3. Bagaimana pengakuan angsuran yang diterima bank dari nasabah? 

“Nasabah membayar angsuran beserta bagi hasilnya itu kan setiap tanggal 25 ya, 

maka ya bank akan mencatat pembayaran angsuran itu setiap tanggal 25. Kalau 

pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah diakui sebesar angsuran pokok + 

bagi hasil untuk bank. Setiap pembayaran, nasabah dikenai biaya kelola rekening 

dimana biaya kelola rekening untuk pembiayaan produktif itu sebesar Rp 

15.000,-”. 

 

 Dr. Giro Nasabah    xxx 

  Cr. Rekening Pembiayaan Mudharabah xxx 

“Untuk bagi hasil tidak dibedakan penginputannya langsung masuk di rekening 

pembiayaan mudharabah, tapi pusat itu sudah tau bagi hasil yang diterima bank 

berapa, kan sudah pernah ada laporan yang masuk ke pusat dulu di awal”. 
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4. Bagaimana apabila nasabah telat membayar angsuran dan bagi hasilnya? 

“Ada sanksi buat nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Jadi kalau 

nasabah itu membayar angsuran di atas tanggal 25, maka akan ada denda. Denda 

yang diberikan itu 5% per tahun. Denda dihitung sejak terjadinya tunggakan 

sampai nasabah melakukan pembayaran tunggakannya itu. Terus uang yang 

didapat dari denda itu akan disalurkan untuk kegiatan sosial ke Yayasan Hasanah 

Titik BNI Syariah”. 

 

 Dr. Giro Nasabah     xxx 

  Cr. Rekening Pembiayaan Mudharabah  xxx 

  Cr. Rekening Dana Kebajikan   xxx 
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LAMPIRAN C 
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LAMPIRAN D 
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LAMPIRAN E 
 

 

 

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM 

“Hai Orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu” 

(QS. Al-Maidah ayat 1) 

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

Nomor 218/MDH824/81800/IX/15 

( SKP No. JBS/3/092/R...................................) 

Pada hari ini ................................... tanggal ............................................................ yang bertandatangan dibawah ini : 

I. DJONET SETYAWAN, Pemimpin Cabang Jember PT. Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut 

berdasarkan Surat Kuasa no. 41 Tanggal 21 Juni 2010, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan 
sebagaimana Akta Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan  Akta Nomor 53 tanggal 29 September 2014 yang dibuat di hadapan                              ,  Notaris di Jakarta, 
yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat 
no AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29 September 2014, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, 
berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R Rasuna Said Kavling 10-11, untuk selanjutnya 
disebut : 

       ----------------------------------------------------------------------------- B  A  N  K------------------------------------------------------------------------------ 

II. BUDI HARIONO, bertempat tinggal di                                                                                       Kel/Desa Sumbersari Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 
3509211905660005 

III. UJANG SETYOKO, bertempat tinggal di  Jl. Kaliurang GG. Sumur Bor 66 RT 005 RW 008 Kel/Desa Tegal Gede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3509210706630003 

IV. INDAH EKO SURYANI, bertempat tinggal di Griya Mangli Indah Blok DR 10 RT 004 RW 004 Kel/Desa Mangli Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509196405690001 
 

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Koperasi  
Pegawa                                   disebut juga                                                  berkedudukan di Jalan Mastrip Kelurahan Tegalgede 
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagaimana Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) pada tanggal 27 Maret 2014, yang akta 
Pendiriannya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur No. 
7849/BANGWAS II/94 tanggal 12.10.1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftyar Umum No. 7849/BH/II/94 tanggal 12.10.1994, 
selanjutnya disebut : 

-------------------------------------------------------------------------------- N A S A B A H ------------------------------------------------------------------------------ 

 

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana 
tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa : ------------------------------------------------------------------------------------
---- 

a. Berdasarkan Surat permohonan tanggal 15.09.2015 Nasabah  telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk 
keperluan Linkage Program Pemberian Modal Kerja. 
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b. Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor: JBS/3/092/R Tanggal 22.09.2015 yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan Linkage Program Pemberian 
Modal Kerja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad pembiayaan Mudharabah 
(untuk selanjutnya disebut Akad) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :  

 

Pasal 1 

DEFINISI 

(1) Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan 
oleh Pemilik Agunan kepada Bank guna menjamin pelunasan pembiayaan Nasabah, dan Bank berhak untuk 
melakukan eksekusi atau penjualan barang Agunan dengan cara apapun terhadap Agunan, apabila Nasabah 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Akad ini, Cidera 
Janji/Wanprestasi, lalai dan atau melakukan perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian dalam 
usaha. 

(2) Akad Pembiayaan Mudharabah adalah Akad kerja sama antara Bank dan Nasabah untuk suatu usaha 
tertentu, dimana Bank menyediakan seluruh modal dan Nasabah bertindak selaku pengelola dana dengan 
keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank 
kecuali jika Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi persyaratan dalam Akad ini 
atau Cidera janji/Wanprestasi. 

(3) Angsuran adalah sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh Nasabah kepada Bank sebagai pelunasan 
pembiayaan yang timbul dari Akad ini. 

(4) Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan atas pendapatan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan 
berdasarkan Nisbah yang disepakati antara Nasabah dan Bank. 

(5) Hari Kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank 
Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank. 

(6) Kewajiban adalah seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh NASABAH kepada BANK 
berdasarkan Akad ini termasuk Bagi Hasil yang wajib dibayar oleh NASABAH. 

(7) Nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (Bagi Hasil) berdasarkan kesepakatan antara 
Nasabah dan Bank.  

(8) Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan Akad ini. 
(9) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan 

realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.  
(10) Tunggakan adalah kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut 

jatuh tempo berdasarkan Akad ini, baik berupa angsuran pokok, bagi Hasil, denda, ganti rugi, tunggakan biaya 
asuransi maupun biaya Notaris dan/atau biaya-biaya lainnya untuk pelaksanaan akad ini. 

(11) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 

(12) Cidera Janji (Wanprestasi) adalah kegagalan Nasabah melaksanakan janji dan/atau kewajiban atau 
kesepakatan menurut Akad ini.  

(13) Banker’s Clause adalah suatu klausula pada polis asuransi yang menyatakan bahwa bank merupakan pihak 
yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian 
atas barang-barang yang dipertanggungkan atau meninggalnya Nasabah yang ditutup asuransinya. 

 

Pasal  2 

MAKSIMUM PEMBIAYAAN 

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan 
dana pembiayaan sebesar Rp.74.000.000,- ( tujuh puluh empat juta rupiah) yang diperlukan nasabah.  
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Pasal 3 

TUJUAN  

(1) Tujuan Akad ini adalah untuk Linkage Program Pemberian Modal Kerja. 
(2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1) pada Pasal ini, bank menunjuk Nasabah sebagai pengelola dana.  
 

Pasal  4 

BENTUK DANA PEMBIAYAAN 

Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah dalam Akad ini diberikan dalam bentuk dana tunai. 

 

Pasal 5 

JANGKA WAKTU 

Jangka waktu Akad ini 55 (lima puluh lima) bulan, terhitung sejak tanggal ................................... sampai dengan 
tanggal …................................ 

 

Pasal  6 

REALISASI DANA PEMBIAYAAN 

(1) Bank dapat melakukan realisasi Dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan 
sebagai berikut : 
a. Akad realisasi pembiayaan ( mudharabah ) telah ditandatangani.  
b. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan end user (minimal 2 tahap). 
c. Menyerahkan daftar end user yang akan menerima pembiayaan beserta copy KTP calon end user. 
*). daftar end user terdiri dari nama, alamat, tempat & tanggal lahir, no. telp, jabatan, nominal pembiayaan, 

jangka waktu, kebutuhan pembiayaan, take home pay. 

d. Limit (maksimal) pembiayaan kepada end user adalah sebesar Rp.150.000.000,- per anggota dengan 
perhitungan maksimal angsuran perbulan (DSR) anggota adalah 40% dari take home pay dan syarat take 
home pay minimal sebesar Rp. 6.5 juta untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta. 

Khusus untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta maka end user wajib menyerahkan agunan tambahan. 
Jaminan dilakukan pengikatan sesuai jenis jaminan yang diserahkan. Asli jaminan dan bukti pengikatan 
jaminan disimpan di BNI Syariah. 

 e. Syarat end user :  

a. Anggota                                                 . 

b. Pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun. 

c. Jangka waktu pembiayaan tidak melebihi usia pensiun. 

d. Tujuan pembiayaan harus sesuai kaidah syariah.    

f. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan melakukan pemindahan ke rekening giro Koperasi Pegawai                                  
. 
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g. Pencairan ke end user dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Koperasi Pegawai                                   
ke rekening masing-masing end user di BNI Syariah Jember. Setiap end user mendapat fasilitas buku 
tabungan dan kartu debit Hasanah BNI Syariah. 

h. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan PHK. 

i. Surat kuasa memotong gaji dari end user kepada Bendahara Pembayar gaji Koperasi Pegawai                                   
untuk pembayaran angsuran pembiayaan dan pemotongan hak-hak anggota untuk pelunasan kewajiban 
apabila terjadi pemberhentian kerja, mengundurkan diri, mutasi dan meninggal dunia. 

j. Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat dilakukan setelah : 

1. Copy Akad end user pencairan tahap sebelumnya telah diserahkan ke BNI Syariah dan telah diverifikasi 
atas kebenarannya. 

2. Kolektibility pembiayaan yang disalurkan minimum sebesar 99% apabila dibawah 99% maka pencairan 
tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan. 

3. Fasilitas pembiayaan yang dibiayai oleh BNI Syariah dalam kondisi lancar (kol 1)  

 (2) Realisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh NASABAH sesuai dengan jadual realisasi Pembiayaan dan 
BANK berhak untuk menolak atau menyetujui setiap permohonan realisasi Pembiayaan yang melewati periode 
realisasi. 

(3) Bank dapat menolak realisasi pembiayaan apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran dan atau 
pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal  7 

NISBAH 

(1) Nisbah ditentukan sebagai berikut : 

 91.67% ( sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen ) untuk Bank dan  
   8.33% ( delapan koma tiga puluh tiga persen) untuk Nasabah,  

yang dihitung dari EBITDA 

(2) Ketentuan Nisbah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini adalah berdasarkan hasil usaha sesuai 
dengan laporan keuangan Nasabah, dan Nisbah ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan 
para pihak. 

(3) Nasabah wajib membayar Bagi Hasil berdasarkan Nisbah pada ayat (1) Pasal ini paling lambat setiap tanggal 25 
tiap bulannya. 

(4) Perhitungan Bagi Hasil dilakukan setiap bulannya yang diperhitungkan sejak realisasi dana pembiayaan oleh 
BANK, apabila realisasi dana pembiayaan yang disalurkan Bank di atas tanggal 16 pada bulan yang 
bersangkutan maka perhitungan bagi hasil dilakukan secara proporsional. 

(5) Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini diluar hari kerja, maka nasabah wajib memastikan 
bahwa pada rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran bagi hasil telah tersedia dana yang akan 
digunakan untuk pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya. 

(6) Apabila Nasabah belum melunasi kewajiban pembayaran dana pembiayaan pada saat Akad ini sudah jatuh 
tempo, maka Nasabah akan tetap membayar nisbah sampai dengan tanggal Nasabah melunasi melunasi 
seluruh kewajibannya kepada Bank. 

(7) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dalam menentukan besarnya hasil usaha, Para pihak setuju untuk 
menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan penghitungan kembali atas hasil usaha, dan atas 
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hasil yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut, Para pihak wajib untuk menerima perhitungan tersebut tanpa 
adanya suatu kualifikasi tertentu.     

 

Pasal 8 

PEMBAYARAN KEMBALI 

(1) Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali dana pembiayaan yang disalurkan Bank. 
(2) Nasabah wajib melakukan Pembayaran Angsuran dana pembiayaan kepada Bank sesuai dengan jadual 

Angsuran sebagai berikut: 
 Angsuran Pokok perbulan Rp. 1.345.455,-, dan 
 Biaya kelolaan rekening perbulan Rp.15.000,- 

(3) Pembayaran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau pengkreditan 
(4) Dalam hal pembayaran ditentukan setiap bulannya pada tanggal-tanggal yang sama sedangkan pada bulan 

yang bersangkutan tidak terdapat tanggal yang sama maka pembayaran dilakukan pada tanggal sebelumnya 
untuk bulan yang bersangkutan. 

(5) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari di luar hari kerja, maka Nasabah 
wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. 

(6) Dalam hal pengembalian dana pembiayaan dilakukan melalui rekening Nasabah yang terdapat di Kantor 
Cabang Syariah, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank yang tidak dapat berakhit karena 
sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk mendebet 
rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajibannya kepada Bank. 

(7) Dalam hal Nasabah mengembalikan seluruh dana pembiayaan bank lebih awal dari jangka waktu yang telah 
ditentukan, maka tidak berarti pengembalian dana bank tersebut akan menghapuskan atau mengurangi 
bagian/Nisbah dari keuntungan yang menjadi hak bank pada bulan itu, sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini. 

(8) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank merupakan bukti yang cukup mengenai jumlah kewajiban 
pembayaran pembiayaan berdasarkan Akad ini. 
 

 

Pasal 9 

DENDA GANTI RUGI 

(1) Apabila Nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan dana pembiayaan Bank dan membayar 
Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Akad ini, maka Nasabah dikenakan denda yang 
besarnya telah disepakati yaitu sebesar 5% (lima persen) pertahun dari setiap pembayaran yang tertunggak dan 
harus dibayar lunas oleh nasabah kepada Bank, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial. 

(2) Denda ini dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai Nasabah melakukan pembayaran Tunggakan. 

(3) Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran Bagi Hasil 
pada Bank berdasarkan Nisbah yang telah disepakati maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank. 

 

Pasal  10 

AGUNAN 

(1) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban Nasabah yang 
timbul karena Akad ini. 

(2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kewajiban NASABAH berdasarkan Akad ini, Nasabah menyerahkan 
Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian Agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan 
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kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum 
dalam rincian sebegai berikut :   
a. Jaminan Pokok : 

 Piutang dari penyaluran pembiayaan Modal Kerja yang diberikan ke end user telah diikat Fiducia notariil 
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 

b. Jaminan Tambahan 
 Surat Pengakuan Hutang secara Notariil. 
 Personal Guarantee dari pengurus Koperasi Pegawai                                  . 
 Surat pernyataan dari bendaharawan gaji Politeknik Negeri Jember untuk memotong gaji pegawai dan 

menyalurkannya ke rekening Koperasi Pegawai                                   di BNI Syariah Jember untuk 
pembayaran angsuran pembiayaan yang diperoleh dari BNI Syariah. 

 Surat pernyataan dari pengurus Koperasi Pegawai                                   apabila ada kekurangan 
pembayaran angsuran dari anggota yang menerima fasilitas pembiayan dari Koperasi Pegawai                                   
yang sumber dananya berasal dari fasilitas pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, 
maka Koperasi Pegawai                                   akan menutup kekurangannya sehingga pengembalian 
angsuran pembiayaan atas fasilitas tersebut tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

 Surat kuasa dari Koperasi Pegawai                                   untuk memblokir rekening giro Koperasi Pegawai                                   
di BNI Syariah Jember yang menjadi rekening afiliasi pembiayaan minimal sebesar 1x angsuran ditambah 
saldo minimum selama jangka waktu pembiayaan. 

 Surat kuasa mendebet rekening koperasi guna pembayaran angsuran dan biaya-biaya terkait fasilitas 
pembiayaan yang diterima Koperasi Pegawai                                  .  

(3) Jika menurut Bank nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang 
dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan Bank, Nasabah wajib menambah barang yang 
diagunkan. 

(4) Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan Akta-akta 
pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh 
Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilaksukan realisasi atau penarikan dana, kecuali 
ditentukan lain oleh Bank. 

(5) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah wajib melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan. Apabila 
Nasabah tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan 
perpanjangan/permohonan hak atas Agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan 
dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Nasabah 
memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan 
merupakan kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi 
beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Nasabah yang ada 
pada Bank.  

(6) Selama masih menjadi agunan pada Akad ini, Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan 
perawatan Agunan tersebut. 

(7) Setelah Akad ini dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang/barang-barang pada 
ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan 
barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau 
pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan 
atau kuasanya. 
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Pasal  11 

ASURANSI BARANG AGUNAN 

(1) Selama Akad ini berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Nasabah 
kepada Perusahaan Asuransi berprinsip syariah yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian 
yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus 
dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan 
Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Pembiayaan 
atau kewajiban NASABAH kepada BANK (Banker’s Clause). 

(2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas 
oleh NASABAH.   

(3) Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung, maka 
semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, Bank berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah untuk menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan 
macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, yang bukan merupakan 
kewajiban bagi Bank dan untuk itu Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank, kuasa mana 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang 
ditentukan oleh dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata.  

(4) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, NASABAH wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada 
perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila NASABAH tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi 
sedangkan BANK  memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran 
klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu NASABAH 
memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Induk ini yang 
tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH 
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NASABAH, mengajukan klaim pembayaran 
ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk 
digunakan sebagai pembayaran pelunasan yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini dan atau 
menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. 

 

Pasal  12 

BEBAN BIAYA-BIAYA 

(1) Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan 
dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam hal Nasabah tidak melakukan pembayaran/melunasi kewajibannya kepada Bank termasuk Bagi Hasil 
maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena Akad ini, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasehat 
Hukum/kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar 
seluruh biaya jasa Penasehat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah 
menurut hukum. 

(3) Nasabah wajib membayar kepada bank secara bayar di muka  biaya-biaya sebagai berikut : 
a. Biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengelolaan per bulan sebesar Rp. 

15.000,- ( lima belas ribu rupiah ); 

b. Biaya Notaris; 

c. Biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini. 
 

Pasal  13 

PENYELENGGARAAN REKENING 

(1) Sebagai pelaksanaan Akad ini, Bank membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Nasabah yang dinamakan 
Rekening Pembiayaan. 
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(2) Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor bang Cabang Syariah Jember dan/atau 
yang ditunjuk oleh Bank. 

(3) Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan Nasabah membuka rekening Giro pada Kantor Cabang 
Jember dan/atau yang ditunjuk oleh Bank. 

(4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada Syarat/Ketentuan Mengenai 
Rekening Koran yang berlaku pada Bank.  

 

Pasal  14 

HAK BANK UNTUK MENOLAK REALISASI 

DANA PEMBIAYAAN DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU 

(1) Bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak realisasi sisa saldo pembiayaan karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Akad ini dan/atau apabila kondisi Nasabah menurun 
menjadi Kurang Lancar, Diragukan, dan atau Macet. 

(2) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Akad 
dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, sehingga Nasabah wajib 
membayar lunas seketika dan sekaligus atas seluruh kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh 
Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji/wanprestasi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) 
Akad ini. 

(3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan 
Bank, Nasabah tidak melunasai kewajibannya berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum 
dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan atau dokumen jaminan yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Akad ini. 

 

 

Pasal  15 

KUASA KEPADA BANK ATAS REKENING NASABAH 

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, dan karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-
sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUHPerdata, untuk sewaktu-waktu tanpa 
persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, membebani dan atau mendebet rekening Giro dan/atau rekening 
Pembiayaan dan/atau rekening lain milik Nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pelunasan kewajiban 
Nasabah berdasarkan Akad ini, Bagi Hasil, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya pengikatan barang agunan, dan 
biaya-biaya lain yang timbul dan karena pelaksanaan Akad ini. 

 

Pasal 16 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK    

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Akad ini, Bank 
dan Nasabah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:  

(1) Hak dan Kewajiban  Bank 

1.1 Hak Bank  

a. Memperoleh kembali dana pembiayaan dan Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini. 

b. Mengawasi jalannya usaha Nasabah baik langsung maupun melalui jasa Pihak Ketiga, dalam hal 
menggunakan jasa Pihak Ketiga seluruh biaya yang timbul menjadi beban Nasabah. 

c. Menagih Bagi Hasil dan dana  pembiayaan dari Nasabah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


98 

 

 
 

d. Melakukan penilaian/review terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan Nasabah, selambat-
lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) sesudah Bank menerima Laporan Keuangan tersebut, disertai 
dengan data dan bukti-bukti lengkap dari Nasabah.  

e. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha  Nasbaah yang telah dilakukan penilaian/Review oleh 
Bank  selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) setelah Bank  menerima Laporan Keuangan dari 
Nasabah. 

f. Mengelola/mengambilalih jalannya usaha apabila Nasabah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan 
Akad ini.  

g. Mengakhiri  Akad  ini  secara  sepihak apabila Nasabah dalam menjalankan usahanya telah  lalai, tidak 
jujur/curang, wanprestasi  dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini. 

h. Menerima pengembalian dana pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar Nasabah dari hasil 
penjualan/eksekusi barang agunan dalam hal Nasabah lalai,  curang, dan/atau wanprestasi. 

i. Tidak bertanggungjawab terhadap akibat hukum dari hubungan bisnis antara Nasabah  dengan Pihak 
lainnya dalam bentuk apapun. 

j. Bank berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu baik secara 
langsung atau tidak langsung terhadap usaha yang dikelola  Nasabah. 

k. Melakukan penyelesaian dalam rangka pelunasan dana berdasarkan Akad ini baik  melalui  eksekusi 
jaminan maupun upaya hukum lainnya. 

l. Meneliti keabsahan dokumen dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini. 

1.2 Kewajiban Bank 

a. Merealisasikan dana  pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. 

b. Menanggung kerugian usaha sebatas dana yang disalurkan dalam Akad ini, kecuali apabila kerugian 
tersebut terjadi karena Nasabah tidak jujur,  lalai, curang, wanprestasi  dan/atau karena tidak 
melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini, maka seluruh kerugian menjadi 
beban Nasabah. 

(2) Hak dan Kewajiban Nasabah  

2.1 Hak Nasabah  

a. Menerima dana pembiayaan sebagaimana diatur dalam Akad ini. 

b. Mendapatkan Bagi Hasil sesuai kesepakatan. 

c. Mengelola usaha dengan baik. 

2.2 Kewajiban Nasabah  

a. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara seefektif 
dan seefisien mungkin dan dengan praktek usaha yang etis dan benar.  

b. Menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan kepemilikan tanpa 
persetujuan terlebih dahulu dari Bank. 

c. Menanggung biaya operasional perusahaan. 

d. Bertanggung  jawab terhadap segala  akibat hukum dari hubungan bisnis dengan Pihak lainnya. 

e. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat, jujur, hati-hati, beriktikad baik, 
bertanggungjawab dan profesional untuk mencapai keuntungan usaha yang maksimal. 

f. Membayar   Bagi Hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

g. Mengembalikan seluruh jumlah  dana dalam akad ini kepada Bank, sesuai dengan yang disyaratkan 
dalam Akad ini. 

h. Menyerahkan Laporan Keuangan tiap-tiap bulan, atas usaha yang dibiayai dengan akad ini  selambat- 
lambatnya  tanggal 10 bulan berikutnya. 

i. Membayar denda apabila terlambat melakukan pembayaran kembali   dana pembiayaan  dan Bagi Hasil 
pada Bank.   

j. Jika pada akhir jangka waktu Akad ini, Nasabah belum melunasi  dana sebagaimana yang ditentukan 
dalam Akad ini, Nasabah wajib tetap membayar Bagi Hasil  sabagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) 
sampai dengan dilunasinya dana pembiayaan  tersebut oleh Nasabah. 
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k. Memenuhi permintaan Bank, apabila  pada saat Akad  ini berakhir, sedangkan sebagian  dana yang 
disalurkan Bank masih dalam bentuk barang atau dalam bentuk hutang pada Pihak Ketiga, dan Bank  
meminta barang tersebut dijual untuk melunasi dana yang telah disalurkannya atau meminta  kepada 
pihak ketiga untuk segera melunasi hutangnya.  

l. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan secara jujur dan benar dengan iktikad baik 
dalam pembukuan tersendiri. 

m. Segera memberitahukan kepada Bank tentang:  

 Adanya perkara yang terjadi antara Nasabah dengan pihak lain. 

 Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Nasabah serta barang jaminan. 

 Adanya pengurus perusahaan  yang melanggar Anggaran Dasar. 

 Adanya perubahan perubahan anggaran dasar. 

n. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajaknya. 

o. Mengirimkan setiap keterangan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank. 

p. Mengijinkan Bank atau wakilnya pada setiap waktu apabila dianggap perlu untuk memeriksa seluruh 
fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan Nasabah  dan semua biaya yang 
timbul menjadi beban Nasabah.  

q. Menanggung seluruh kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaian, kecurangan, wanprestasi atau 
kerugian yang timbul dari tindakan kesengajaan atas Pengelolaan usaha. 

 

 

Pasal   17 

PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH 

NASABAH dengan ini berjanji untuk melaksanakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :  

(1) Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh NASABAH adalah lengkap dan benar. 

(2) Anggaran Dasar Nasabah dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub di dalam komparisi 
Nasabah pada Akad ini. 

(3) Bahwa susunan Para Anggota Pengurus Nasabah adalah sebagai berikut: 

Ketua : BUDI HARIONO 

Sekretaris : UJANG SETYOKO 

Wakil Bendahara : INDAH EKO SURYANI 

 (4) Bahwa susunan para Pengurus Koperasi Syariah dan besarnya masing-masing modal yang dimiliki adalah 
sebagaimana tercantum di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran 
Dasar NASABAH. 

(5) NASABAH pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa berupa apapun juga yang dapat 
mengancam harta kekayaan NASABAH.  

(6) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Akad Induk ini, NASABAH telah memenuhi syarat-syarat serta 
ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Nasabah. 
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Pasal 18 

PENINJAUAN DANA PEMBIAYAAN 

(1) Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan maksimum dana pembiayaan yang 
disalurkan kepada Nasabah, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter 
baik didalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut bank dapat mempengaruhi kondisi 
keuangan dan kemampuan Bank. 

(2) Perubahan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Nasabah selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal perubahan dimaksud. 

 

Pasal  19 

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH 

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai 
berikut : 

(1) Melakukan penggabungan (Merger), Akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau 
modal saham perusahaan lain. 

(2) Menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian terbesarnya dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis 
yang biasa. 

(3) Menjual, menyewakan, menjaminkan atau membebankan saham-saham dari pemegang saham kepada pihak 
manapun. 

(4) Apabila terjadi perubahan pengurus harus dilaporkan kepada BNI Syariah jember dan apabila fasilitas di BNI 
Syariah belum lunas maka pengurus baru harus diikat personal guarantee. Apabila pengurus baru tidak bersedia 
maka pembiayaan harus dilunasi. 

(5) Melakukan investasi/penyertaan modal pada dan dengan pihak lain. 

(6) Memasukkan modal dalam usaha yang berjalan. 

(7) Menggunakan dana yang disalurkan Bank dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar perusahaan. 

(8) Memberi pinjaman kepada pihak lain atau kepada pemegang saham dan pengurus kecuali karena berhubungan 
dengan bisnis perusahaan. 

(9) Memindahtangankan usaha/barang modal/menyewakan perusahaan atau uasaha yang dibiayai dengan dana ini 
kepada Pihak Ketiga. 

(10) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan 
resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain. 

(11) Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang 
yangberkaitan langsung dengan usahanya. 

(12) Mengambil lease dari perusahaan leasing. 

(13) Membuka Kantor cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. 

(14) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun 
kepada pihak lain. 

(15) Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit. 

(16) Mengalihkan tagihan-tagihan yang telah diikat Fidusia. 
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(17) Lain-lain yang ditetapkan dal Pasal Tambahan Akad ini. 

 

Pasal  20 

HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN NASABAH 

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini,  Nasabah 
wajib segera memberitahukan kepada Bank tentang : 
a. Adanya perkara yang terjadi antara Nasabah dengan Pihak lain. 

b.  Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham 
atau pengurus dengan pengurus. 

c. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Nasabah serta Agunan. 

d. Adanya pengurus perusahaan Nasabah yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan Nasabah. 

e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha nasabah. 

f. Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalnnya usaha dan kemampuan Nasabah untuk melunasi dana 
yang disalurkan Bank berdasarkan Akad ini.  

(2) Nasabah wajib menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh Bank: 
a. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Homestatement) Periodik setiap bulan berikut penjelasan yang telah 

disahkan oleh pengurus Nasabah sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil secepat mungkin tetapi tidak lebih 
lambat dari akhir bulan sejak akhir masanya. 

b.  Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari perusahaan Nasabah yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar 
yang telah disetujui oleh Bank, secepat mungkin akan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak penutupan 
tahun buku dari perusahaan Nasabah. 

 Keterlambatan Nasabah menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Audited tersebut dikenakan Denda 
sebesar 0.25% (nol koma dua puluih lima persen) per tahun dari Maksimum dana yang disalurkan Bank yang 
dihitung secara proporsional dari lamanya keterlambatan penyerahan tersebut. 

(3) Atas persetujuan dari Bank, Nasabah wajib menunjuk perusahaan penilai (appraisal company) untuk menentukan 
nilai Agunan atas beban biaya  Nasabah. Suatu perusahaan penilai (appraisal company) hanya dapat ditunjuk 2 
(dua) tahun secara berturut. Disamping itu, atas permintaan Bank, Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan 
yang dianggap perlu oleh Bank dalam hubungannya dengan Agunan yang diberikan oleh Nasabah. 

(4) Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang 
dikenakan oleh Pemerintah. 

(5) Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribuís dan biaya-biaya lain yang 
dikenakan oleh Pemerintah. 

 

 

Pasal  21 

KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,  

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN 

(1) Dalam rangka pengawasan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai beirkut : 
a. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaaan secara berkala terhadap penggunaan dana yang disalurkan 

Bank oleh Nasabah.  

b.  Meminta keterangan tentang perusahaan Nasabah baik secara langsung maupun melalui pihak lain.  
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c. Memeriksa pembukuan Nasabah. 

d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha Nasabah. 

e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat  
berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Nasabah. 

(2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian dana sebagaimana Akad ini, Bank berwenang melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.  

b. Menempatkan petugas yang ditunjuk Bank  pada perusahaan Nasabah. 

c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Nasabah, bila 
menurut pertimbangan Bank, Nasabah sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan dan 
melunasi  dana yang disalurkan Bank.  

d. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih manajemen perusahaan Nasabah dan/atau tindakan-tindakan 
lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Nasabah sudah diragukan kemampuannya untuk 
menyelesaikan Pembiayaan.  

e. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan terhadap dana yang telah 
disalurkan Bank  pada Nasabah, apabila dianggap perlu oleh Bank.  

f. Mengumumkan nama Nasabah berikut Agunannya, apabila menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat 
melaksanakan pembayaran dana yang telah disalurkan Bank. 

g. Memasuki objek Agunan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu, memasang Papan Tanda, 
stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek Agunan Pembiayaan. 

h. Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam Pasal ini bukan merupakan 
tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pula 
tindakan yang melanggar hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun 
pengaduan Pidana. 

i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai 
upaya penyelamatan dan penyelesaian, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga 
yang ditunjuk oleh Bank.  

 

Pasal 22 

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) 

(1) Kejadian Cidera Janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau peristiwa 
dibawah ini: 

a. Nasabah  tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini. 

b. Nasabah tidak melakukan pembayaran dana pembiayaan pada saat jatuh tempo. 

c. Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lanilla selama jangka waktu yang ditetapkan 
berdasar ketentuan regulador jasa keuangan walaupun pembiayaan tersebut Belem jatuh tempo. 

d. Nasabah telah melakukan penyimpangan atas tujuan penggunaan dana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 
3 ayat (1) Akad ini.  

e. Pernyataan dan jaminan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dipenuhi  atau tidak sesuai 
dengan fakta yang sebenarnya. 

f. Tidak membayar  jumlah  kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini  atau jumlah–jumlah lain yang 
harus dibayar berdasarkan Akad ini dan/atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad ini.   

g. Kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi 
Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat 
tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi Pembiayaan Nasabah.   

h. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang 
atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha  Nasabah sehingga kewajiban Nasabah  
kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. 
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i. Nasabah dinyatakan  tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun  menurut  putusan  pengadilan, termasuk tetap tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh 
Pengadilan dan atau Nasabah dilikuidasi. 

j. Bilamana  terhadap Nasabah  diajukan gugatan perdata  atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas 
perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap 
Nasabah) dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah  untuk membayar kembali kewajibannya kepada Bank. 

k. Terdapat kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian atau akad antara Nasabah dengan pihak lain, baik 
sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal 
pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap 
Perjanjian tersebut.  

l. Nasabah  lalai  memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini 
(dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya) dan/atau terjadinya pelanggaran 
terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian  agunan yang dibuat berkenaan 
dengan Akad  ini .  

m. Nasabah melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun 
akuisisi dengan pihak lain. 

n. Seluruh kekayaan Nasabah  disita oleh Pemerintah atau Pengadilan. 

o. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terhadap Nasabah  
dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga Nasabah  tidak berhak untuk membangun atau  
menyelesaikan  pembangunan atau melaksanakan proyek. 

p. Terjadinya perubahan yang mendasar atas Usaha Nasabah yang meliputi bidang usaha, perijinan dan 
susunan  pemegang saham, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Akad ini.  

q. Nasabah tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam Akad ini atau Nasabah lalai melaksanakan atau 
mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam Akad ini atau dokumen transaksi lainnya.   

(2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) Pasal 
ini, maka Bank secara sepihak dapat: 

a. Melakukan  penyelamatan dan penyelesaian Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  21 Akad ini. 

b. Menolak realisasi dana pembiayaan dan/atau mengakhiri jangka waktu sebagaimana  dimaksud Pasal 14 
Akad ini. 

c. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam Akad ini,  tidak terbatas pada mengambil 
pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya  untuk kepentingan  pelunasan  
dana yang telah disalurkan Bank. 

 

Pasal 23 

KORESPONDENSI 

(1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus 
disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada  alamat  
sebagai berikut :  
Bank : 

PT. Bank BNI Syariah. 

      Kantor Cabang Jember 

      Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember   

      Telepon  : 0331-489500 

      Faksimili : 0331-487617 
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Nasabah :  

Koperasi Pegawai                                    

Jl. Raya Mastrip, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember 

Telepon  : -  

Faksimili : -         

(2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad  ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan  
dengan Akad  ini dianggap telah disampaikan :  

a. Pada tanggal Nasabahan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;  

b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;  

c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. 

Apabila dilakukan lebih dari satu  cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah 
disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.  

(3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib  diberitahukan secara tertulis 
oleh Pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima)  hari kerja sebelumnya. 
Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam akad ini alamat 
terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.  

 

Pasal 24 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan 
apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan 
memaksa (force majeure).  

(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di 
luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para  Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak 
tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian 
ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, 
malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat 
yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian. 

(3) Dalam hal  terjadi keadaan memaksa (force majeure), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan 
sebagai keadaan Memaksa (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada 
Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai 
terjadinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja 
terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut. 

(4) Bilamana dalam waktu  30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau 
tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah 
disetujui oleh Pihak tersebut. 

(5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure), pihak yang mengalami keadaan 
memaksa (force majeure) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda. 

 

Pasal 25 

PENYELESAIAN SENGKETA   

(1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran 
dan/atau pelaksanaan akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat 
dengan  tunduk pada  prinsip syariah.  
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(2) Apabila dalam 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jember. 

 

Pasal 26 

ADDENDUM 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad 
Pembiayaan ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan 
serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 

  

Pasal 27 

Lain-Lain  

(1) Apabila  karena suatu perubahan peraturan  perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan 
badan  peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Akad 
ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka 
ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan dapat 
dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Akad ini  tidak akan dipengaruhi  atau 
dihalangi dengan cara apapun. 

(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan  tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau 
tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu 
Nasabah akan melaksanakan  dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh Bank untuk 
memberlakukan setiap ketentuan Akad ini, yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak 
dapat dilaksanakan. 

 

Pasal 28 

PASAL TAMBAHAN   

1. Koperasi Pegawai                                   menyerahkan copy akad dan copy jaminan atas pembiayaan yang telah 
disalurkan ke end user maksimal sebelum pencairan tahap berikutnya atau paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari 
setelah tanggal pencairan pembiayaan. Jika tidak diserahkan pencairan tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan. 

2. Saat penandatanganan akad pembiayaan koperasi dengan end user, petugas Bank harus: 
Memberikan informasi kepada end user bahw sumber dana pembiayaan berasal dari Bank BNI Syariah Melakukan 
dokumentasi akad pembiayaan antara lain foto asli KTP end user dan foto end user sedang menandatangani akad 
pembiayaan 

Apabila kehadiran petugas Bank sulit dilakukan maka pihak Koperasi dapat mewakili bank untuk melakukan 
tindakan tersebut diatas dan wajib menyerahkan foto asli KTP end user dan foto end user menandatanganiakad 
pembiayaan 

3. Apabila terjadi perubahan pengurus harus dilaporkan kepada BNI Syariah Jember dan apabila fasilitas di BNI 
Syariah belum lunas maka pengurus baru harus diikat personal guarantee. Apabila pengurus baru tidak bersedia 
maka pembiayaan harus dilunasi. 

4. Pembiayaan ini terkait dengan akad plafondpembiayaan JBS/2014/005/PLAFOND Tanggal 11-04-2014 dan 
JBS/2015/006/PLAFOND Tanggal 09-07-2015. Agunan serta asuransi bersifat tanggung renteng. 

5. Koperasi Pegawai                                   wajib menyerahkan copy RAT maksimal 30 (Tiga Puluh) hari setelah 
penyelenggaraan RAT berlangsung. 

6. Koperasi wajib menyerahkan laporan keuangan periodik per enam bulan dan laporan keuangan tahunan paling 
lambat 180 hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan. 
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7. Koperasi wajib melakukan rekonsilasi nominatif minimal setiap 3 bulan dengan pihak BNI Syariah dan memberikan 
laporan hasil rekonsilasi kepada pihak BNI Syariah. 

8. Koperasi wajib menjaga kolektibilitas pembiayaan minimal 99%, Cureent Ratio minimal 1 kali dan leverage ratio 
maksimal 15 kali. Apabila terlampaui atau terjadi pelanggaran maka koperasi wajib memberikan keterangan 
kepada BNI Syariah dan BNI syariah berhak untuk menghentikan fasilitas pembiayaan. BNI Syariah berhak 
menolak/mengurangi permohonan jika menurut Bank dianggap tidak layak meskipun sudah direkomendasi oleh 
Koperasi. 

9. BNI Syariah sewaktu waktu dapat melakukan klarifikasi kepada end user yang mendapat pembiayaan yang 
berasal dari modal BNI Syariah. 

10. Pembayaran bagi hasil harus dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Bilamana tanggal bertepatan 
dengan hari libur , maka pembayaran angsuran dimajukan pada hari kerja sebelumnya. 

11. Jumlah kewajiban bagi hasil harus dibayarkan setiap bulan dan tidak diperkenankan menunggak. 
12. Terhadap rekening tabungan nasabah Pembiayaan akan diblokir sebesar satu kali angsuran pokok per bulan 

ditambah dengan saldo minimum tabungan sampai dengan pembiayaan lunas. 
13. Seluruh aktivitas keuangan nasabah pembiayaan disalurkan melalui rekening tabungan/giro yang ada di BNI 

Syariah. 
14. Saudara dibebani biaya pengelolaan rekening pembiayaan sebesar RP 15.000,- per bulan 
15. Nasabah pembiayaan tidak diperkenankan memohon/ meperoleh fasilitas dari bank/ lembaga keuangan lain tanpa 

persetujuan dari Bank 
16. lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di BNI Syariah 
 

 

Pasal 29 

PASAL PENUTUP 

(1) Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

(2)  Akad ini ditandatangani di Jember., dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diantaranya masing-masing bermeterai cukup 
dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Bank nomor  
JBS/3/092/R. tanggal 22.09.2015.Shint  
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